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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas 

sebelumnya terkait implementasi kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten 

Rokan Hilir, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dimensi Standar dan Tujuan Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir 

masih belum berhasil sepenuhnya mengurangi risiko dan dampak karhutla, 

karena sebagian besar masyarakat dan perusahaan perkebunan yang berskala 

kecil belum menerapkan metode atau kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar 

dalam mengelola lahan perkebunan mereka. Selain itu, belum tersedianya 

SOP pencegahan karhutla di BPBD Rokan Hilir turut memengaruhi kinerja 

para pegawai dalam melaksanakan tugas di lapangan, karena mereka tidak 

memiliki pedoman kerja yang jelas dan komprehensif, sehingga hanya dapat 

mengandalkan inisiatif sendiri. 

 

2. Dimensi Sumber Daya Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla oleh BPBD Rokan Hilir 

masih belum dapat melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan 

organisasi MPA hingga ke-18 kecamatan serta belum mampu memadamkan 

karhutla secara dini dan menjangkau titik-titik api kebakaran yang lokasinya 

sulit untuk di akses. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran BPBD 

Rokan Hilir pada tahun 2023 sebesar 328 juta rupiah, yang bersumber dari 

APBD Rokan Hilir dan DBH-DR, serta terbatasnya pendistribusian mesin 

ministriker ke seluruh daerah rawan kebakaran dan kurangnya ketersediaan 

sarana transportasi. Hal ini mengakibatkan frekuensi dan dampak karhutla 

semakin meningkat serta mengkhawatirkan terhadap kerusakan lingkungan 

dan kondisi kehidupan masyarakat. 
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3. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla oleh BPBD Rokan Hilir 

telah terbukti adanya kerja sama serta koordinasi yang baik dengan berbagai 

instansi pemerintah terkait, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini 

meliputi dukungan CSR dari sektor swasta kepada masyarakat berupa uang 

tunai maupun peralatan karhutla, penetapan strategi pemadaman karhutla, 

penyusunan program dan anggaran, pemberian pelatihan, dan lain-lain. 

 

4. Dimensi Karakteristik Lembaga Pelaksana 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir 

pada dimensi ini telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan 

dari adanya struktur organisasi yang jelas di instansi BPBD Rokan Hilir dan 

Pemerintah Daerah, upaya pengembangan sistem informasi Pusdalop, serta 

penyelenggaran pelatihan kepada para pegawai, masyarakat, dan organisasi 

MPA. Selain itu, para pegawai BPBD juga memiliki integritas dan etos kerja 

yang tinggi dalam melaksanakan seluruh tugas. 

 

5. Dimensi Disposisi Para Pelaksana Kebijakan 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir 

telah menunjukkan sikap positif dari para pemangku kepentingan di BPBD 

Rokan Hilir dalam menerima seluruh rencana program dan anggaran yang 

telah ditetapkan. Selain itu, para pegawai BPBD, masyarakat, dan organisasi 

MPA juga telah menunjukkan bahwa mereka selalu hadir, aktif, tekun, serta 

berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan karhutla. 

 

6. Dimensi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 

Pelaksanaan kebijakan pencegahan karhutla di Kabupaten Rokan Hilir 

belum dapat meminimalkan dampak yang telah ditimbulkan, terutama dalam 

aspek kehidupan ekonomi, kesehatan, dan sosial. Meski begitu, partisipasi 

aktif masyarakat bersama organisasi MPA, serta dukungan dari Pemerintah 

Daerah Rokan Hilir, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Pusat telah 

menunjukkan upaya yang signifikan dalam menghadapi masalah karhutla. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Seluruh pihak yang memiliki lahan perkebunan, baik dari unsur masyarakat 

maupun perusahaan perkebunan dapat melaksanakan kegiatan PLTB untuk 

membuka serta mengolah lahan perkebunan yang dimiliki, sehingga dapat 

berpotensi mengurangi risiko terjadinya karhutla di Kabupaten Rokan Hilir 

setiap tahun. Dengan melaksanakan kegiatan ini, setiap lahan dapat dikelola 

secara lebih berkelanjutan tanpa perlu membakar, yang sering kali menjadi 

penyebab utama terjadinya karhutla di daerah tersebut akibat ulah manusia. 

2. Meningkatkan penyusunan SOP yang masih belum tersedia di BPBD Rokan 

Hilir, khususnya pada SOP pencegahan karhutla dapat dilakukan dengan 

cara memperkuat komunikasi dengan pimpinan, mendorong kesadaran para 

pemangku kepentingan BPBD akan pentingnya memiliki SOP, mengadakan 

pelatihan bagi para pegawai tentang cara menyusun SOP, serta memberikan 

perhatian yang seimbang antara pelaksanaan tugas administrasi dan tugas di 

lapangan. 

3. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di tingkat 

daerah, kota, maupun pusat, serta dengan sektor swasta untuk mendapatkan 

dukungan anggaran dan sarana prasarana, khususnya pada peralatan mesin 

ministriker dan kendaraan operasional, yang masih minim ketersediaannya. 

4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan organisasi MPA, terutama 

yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran, dapat dilakukan melalui 

platform zoom meeting atau google meet serta melalui media sosial dalam 

bentuk postingan foto maupun video edukasi mengenai cara menggunakan 

peralatan pemadam dan melaksanakan kegiatan pencegahan karhutla.  
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